
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 2 TAHUN 20132012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa kekayaan seni budaya dan keunikan kehidupan sosial yang
merupakan hasil karya, karsa, dan rasa masyarakat serta
keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam, dan saujana
merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan
kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis, terencana, holistik,
terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab dengan tetap
memerhatikan dan melindungi nilai-nilai agama dan budaya yang
hidup dan berkembang di masyarakat;

b. bahwa wilayah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Daerah
Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata
yang beragam dan menarik terdiri atas potensi alam, budaya, dan
kreasi manusia lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfatkan
seluruh sumber daya pariwisata;

c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan
perlu dukungan berbagai pihak dan pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3845);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5116);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor :
KM.59/PW.002/MPPT-85 Tahun 1985 tentang Peraturan Usaha
Kawasan Pariwisata;

16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor :
KM.98/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek
Wisata;

17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep
012/MKP-2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
70);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 29);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan,
Kecamatan dan Kelurahan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Standar Pengelolaan Jasa Usaha kepariwisataan adalah sebagai
petunjuk dan atau pedoman tata cara penataan dan pengembangan jasa
usaha pariwisata didaerah sesuai dengan ketentuan dan kelayakan
tempat usaha;

7. Kesenian adalah karya estetika hasil terwujudnya kretivitas daya cipta,
rasa, karsa dan karya hidup dan atau berakar di daerah Kabupaten
Kuningan baik tradisional maupun kontemporer;

8. Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,
situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air
yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
melalui proses penetapan;

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan objek yang
dikunjungi dalam waktu sementara.

10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
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11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat ,
pengusaha, dan pemerintah.

12.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata yang bersifat multidimensi serta antardisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi
antarwisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
pemerintah, dan pengusaha.

13.Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya,
saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya
manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.

14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

15.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata
adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih
wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata,
fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling
terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.

16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

17.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang
melakukan kegiatan usaha pariwisata.

18.Ijin usaha/tanda daftar usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

19.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

20.Penyediaan Akomodasi adalah suatu jenis akomodasi yang
mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan
jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum,yang
dikelola secara komersial.

21.Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya
dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan
restoran/rumah makan dan bar.

22.Tempat kost adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh
atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap
orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan
yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan
penginapan.

23.Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah
tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya
harian.

24.Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit unit
bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran
harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.

25. Penyediaan Makan Minum adalah setiap tempat usaha komersial yang
ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk
umum ditempat usahanya dengan kriteria Restoran, Rumah makan.


